BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 401 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (KPKD),
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD),
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD),

Menimbang

Mengingat

I

DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BATANG HARI ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu
menunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD),
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD),
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara
Umum Daerah (BUD) Kabupaten Batang Hari Tahun
Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
(KPKD), Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri...........



Menetapkan

KESATU

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun
2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 96 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor
96).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (KPKD),
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(SKPKD), PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD), DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2021

Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) dan Kepala
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari selaku Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Batang Hari



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

il

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah (KPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Bidang koordinasi :
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
barang daerah;
¢. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan
pejabat pengawas keuangan daerah; dan
f penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Selain mempunyai tugas koordinasi, Sekretaris Daerah
mempunyai tugas:

memimpin TAPD;

. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-

SKPD; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan
keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati Batang Hari .
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Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan
APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi BUD;

e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati Batang Hari.

Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
berwenang:

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan  petunjuk teknis pelaksanaan  sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan SPD;
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g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah; dan

i. menyajikan informasi keuangan daerah;

KELIMA : Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah (BUD) menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

KEENAM . Kepala Badan Keuangan Daerah dalam menjalankan tugasnya
dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Bupati Batang Hari melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2021.

. KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021
sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan bahwa
segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Bulian
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Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Jambi (Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi) di Jambi.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi di Jambi.
Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.

Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian .

Direktur Bank Jambi di Jambi.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
Pertinggal.
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